BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 15 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR : 10 TAHUN 2010

Menimbang

Mengingat

TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat
strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan
daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi
kemakmuran rakyat ;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak
Daerah perlu disesuaikan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu mengubah Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dengan

Peraturan Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;



10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia

Nomor 5234) ;



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5657 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 235, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4657) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09
Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;



18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan

BUPATI PROBOLINGGO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam  Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 21
(1) Dengan nama pajak reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan
reklame.
(2) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
(3) Objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Reklame papan nama Tiang/Billboard ;

b. Reklame papan nama Bersinar/neonbox/shopsign ;
c. Reklame Papan nama menempel ;

d. Reklame papan nama kendaraan ;

e. Reklame Megatron ;

f. Reklame shoppainting wall Painting ;

g. Reklame kain ;

h. Reklame melekat (stiker) ;

Reklame selebaran ;

[y

j. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan ;

k. Reklame udara ;



. Reklame suara ;
m. Reklame film/slide ; dan

n. Reklame peragaan.

(4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :

a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian,
warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya ;

b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan,
yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya ;

c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada
bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan
ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut ;

d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah ; dan

e. penyelenggaraan reklame untuk kepentingan peribadatan, organisasi

sosial kemasyarakatan, perkantoran, pendidikan, atribut parpol.

2. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)
(2)

(3)

(4)

()

(6)

Pasal 29
Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak
Reklame.
Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan
yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan,
jumlah dan ukuran media Reklame.
Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan
menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai
tempat atau lokasi yang mempunyai nilai strategis sebagai berikut :
a. Klasifikasi I (Jalan Nasional/Provinsi) ;
b. Klasisikasi II (Jalan Kabupaten, Kecamatan, Desa).
Hasil perhitungan nilai pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 31 Desember 2015
BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 385-15/2015



II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
PAJAK DAERAH

PENJELASAN UMUM

Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli
daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan
kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah
bagi kemakmuran rakyat, maka perlu mengatur Peraturan Daerah Kabupaten
Probolinggo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo

Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal I : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
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